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TUNTUTAN STPN DARI WAKTU KE WAKTU

Susilo Widiyantoro
Staf Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional menyebutkan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal,
dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pada pendidikan formal
itu sendiri dibagi menjadi tiga jenjang, salah satunya adalah pendidikan tinggi.
Pendidikan tinggi merupakan jenjang pasca pendidikan menengah, dapar
berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Pada
beberapa bentuk pendidikan tersebut dapat diselenggarakan dengan beberapa
program, seperti program akademik, profesi, dan/atau vokasi. Apapun bentuk dan
jenis programnya setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu mengikuti tuntutan
pembangunan, tuntutan dunia kerja, dan dinamika perkembangan global.
Dengan dasar peraturan tersebut maka sebuah institusi pendidikan semestinya
mampu mengikuti perkembangan zaman.,

Salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang saar ini masih eksis
dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman adalah
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). STPN merupakan sebuah lembaga
pendidikan yang secara struktural berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), namun sistem pengelolaan
pendidikannya mengikuti tata kelola perguruan tinggi sebagaimana diatur oleh
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia. Sebagai
bagian dari ATR/BPN maka ilmu yang disampaikan kepada para peserta didik,
penclitian yang dilakukan oleh peserta didik maupun tenaga pengajar, dan
pengabdian yang dilakukan di tengah masyarakat akan mengikuti arah kebijakan
agraria, tata ruang, dan pertanahan yang sedang berlaku. Hal ini tercermin dari
setiap kegiatan yang dilakukan oleh STPN dari masa ke masa.
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Ditengok pada masa awal pendirian, sejarah terbentuknya STPN
tidak terlepas dari sejarah Akademi Agraria pada tahun 1963 (STPN 2016).
Terbentuknya akademi tersebut tidak terlepas dari kebijakan agraria pada masa
itu, yaitu menjalankan lima misi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 berikut:
(1) perombakan hukum agraria; (2) pelaksanaan landreform; (3) penataan
penggunaan tanah; (4) likuidasi hak-hak asing dalam bidang agraria; dan (5)
penghapusan sisa-sisa “feodal” dalam bidang agraria. Mengingat sumber daya
manusia yang berpengetahuan dan terampil dalam aspek keagrariaan dan aspek
teknis pengukuran dan pendaftaran tanah pada masa itu masih sangat minim,
maka Akademi Agraria dituntut untuk mampu mencetak lulusan dengan
kualifikasi sebagaimana dimaksud. Para lulusan tersebut diharapkan dapat mengisi
kekosongan sumber daya manusia dan membantu percepatan pelaksanaan misi
UU 5/1960.

Seiring perkembangan zaman, Akademi Agraria pun mengalami perubahan.
Dalam catatan sejarahnya, Akademi Agraria mengalami perubahan nama menjadi
Akademi Pertanahan Nasional (APN) pada tahun 1987 (SPTN 2016). Kemudian
terjadi perubahan dari APN menjadi STPN pada tahun 1993. Perubahan-
perubahan tersebut membawa perubahan pula pada jenjang pendidikan maupun
jurusan yang ada di dalamnya, misalnya jenjang Diploma III yang berubah
menjadi Diploma IV (DIV). Termasuk salah satunya adalah dengan berdirinya
Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (DI PPK) yang
dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor
12 Tahun 1996. Apapun bentuk perubahan kelembagaannya, STPN tetap
mempertahankan ciri keilmuannya yaitu tidak terlepasnya aspek agraria dan aspek
teknis pengukuran dan pendaftaran tanah yang diberikan kepada semua peserta
didik di semua jenjang. Disisi lain perubahan bentuk dari Akademi Agraria sampai
ke STPN menunjukkan bahwa STPN mampu mengikuti dinamika zaman.

STPN Masa Kini

Terbitnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjadi babak
baru dimulainya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistemaris Lengkap (PTSL). Tujuan
dari kegjatan tersebut adalah terpetakan dan terdaftarnya seluruh bidang tanah
yang ada di Indonesia. Latar belakang kegiatan ini adalah rendahnya capaian
pendaftaran tanah yang telah berlangsung sejak tahun 1961, tercatar 48,5
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juta bidang tanah yang telah terdaftar dari total £126 juta bidang tanah yang
ada di Indonesia (Sugoto 2020). Melalui kegiatan PTSL, ditargetkan seluruh
bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar pada tahun 2025 (Sirait dkk 2020;
Mujiburohman 2018; Wahyono 2017). Dalam rangka memenubhi target tersebut
maka Kementerian ATR/BPN mentargetkan pendaftaran tanah sejumlah jutaan
bidang tanah pada setiap tahunnya: 5 juta bidang tanah pada tahun 2017, 7 juta
bidang tanah pada tahun 2018, 9 juta bidang tanah pada tahun 2019, dan 10
juta bidang tanah setiap tahunnya sampai pada tahun 2025, Selain peningkatan
jumlah bidang tanah terdaftar, PTSL bertujuan pula untuk peningkatan kualitas
data pertanahan (Artika dan Utami 2020). Peningkatan kualitas data pertanahan
ini dilakukan karena banyak bidang tanah yang telah terdaftar namun belum
terpetakan dalam peta pendaftaran. Peningkatan kualitas data pertanahan semata-
mata bukan hanya pemetaan bidang tanah terdaftar ke dalam peta pendaftaran
namun dipastikan”pula bahwa bidang tanah terdaftar tersebut telah valid data
spasial dan data tekstualnya,

Target PTSL yang demikian besar bukan hal ringan, butuh keterlibatan semua
pihak untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diterbitkanlah
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 yang di dalamnya berisikan instruksi
Presiden kepada seluruh jajaran pemerintahan, dari pusat sampai ke tingkat
daerah, untuk turut serta dalam percepatan kegiatan PTSL mengingat jumlah
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kementerian ATR/BPN jumlahnya
sangat terbatas. Salah satu upaya untuk mengisi keterbatasan jumlah sumber daya
manusia tersebut yaitu dengan melibatkan surveyor kadaster berlisensi untuk
kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah (Wahyono 2017). Surveyor
berlisensi menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2021
adalah seseorang yang ahli dan/atau terampil dalam bidang survey dan pemetaan,
yang kemudian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Keterampilan SK
tersebut dibuktikan melalui sertifikat kompetensi bidang survey kadastral,
dalam hal ini dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Penilaian
Kesesuaian, Adapun kemampuan yang diuji dalam setiap jenjang kompetensi
merujuk pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2020,

Berdasarkan sejumlah peraturan tersebut maka STPN terus membekali
para peserta didik dengan kemampuan-kemampuan teknis pendaftaran tanah,
mulai dari thap perencanaan kegiatan, pengorganisasian dan pelaksanaan
kegiatan, penyimpanan dan pengelolaan dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan,
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sampai dengan kontrol kualitas pekerjaan, Dengan demikian para lulusan akan
memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang ditekuninya dan terutama dapat
berperan aktif dalam setiap kegiatan pendaftaran tanah. Bukti bahwa banyak
lulusan yang kompeten dalam survey kadastral adalah digunakannya para lulusan,
yang berprofesi sebagai ASK, sebagai tim pelaksana PTSL di Kantor Pertanahan
maupun KJSB. Bagi ASK yang ada di Kantor Pertanahan bahkan juga dilibatkan
dalam kegjatan pendaftaran tanah pertama dari kegiatan rutin, pemeliharaan data
pendaftaran tanah, pengadaan tanah, peningkatan kualitas data pertanahan, dan
kegiatan di bidang pertanahan lainnya. Kondisi demikian merupakan temuan
penulis dari penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan Sukoharjo, Kantor
Pertanahan Karanganyar, dan KJSB Febri Bayu pada tanggal 9-11 November
2020. Hal ini membuktikan bahwa STPN masih mampu berperan untuk
pembangunan dengan mengikuti dinamika kebijakan pendaftaran yang berlaku.

Tantangan STPN di Masa Depan

Dunia saat ini tengah memasuki revolusi industri 4.0, yaitu suatu zaman yang
disebut sebagai disruption era karena telah terjadi perubahan hidup dan pola
kerja manusia secara fundamental (Schwab 2007). Penciri dari zaman ini adalah
penggabungan teknologi otomatisasi dan cyber sehingga antara manusia, mesin,
dan data dapa saling terkoneksi. Siapa yang tidak mengenal GoJek, Grab, Ruang
Guru, Traveloka, Shopee, dan Tokopedia? Beberapa contoh aplikasi tersebut
saat ini sering digunakan untuk mendukung setiap kebutuhan hidup mulai
dari kebutuhan untuk bepergian, makan, minum, belanja, dan lain sebagainya
(Sutaryono dan Pinuji 2019).

ATR/BPN pun kini turut serta melakukan pengembangan sejumlah aplikasi
agar tidak tergerus zaman. Mulai dari munculnya aplikasi Sentuh Tanahku,
Survey Tanahku, sampai dengan KKP versi 2. Selain ketiga aplikasi yang sudah
ada, saat ini pun tengah dikembangkan aplikasi Layanan Mandiri. Aplikasi
tersebut dirancang agar para pemilik akun Sentuh Tanahku dapat melakukan
pendaftaran tanah secara mandiri, Dengan adanya aplikasi tersebut, diharapkan
tidak ada lagi antrian masyarakat di ruang tunggu loket pelayanan pertanahan
dan masyarakat pemohon layanan dapat menyiapkan berkas-berkas permohonan
sebagai prasyarat administrasi dalam sebuah layanan pertanahan tertentu secara

lengkap.
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Dengan adanya perubahan teknologi yang ada di masyarakat dan terutama
yang ada di lingkungan Kementerian ATR/BPN maka STPN pun perly
menyesuaikan diri agar paralulusan tetap dapatberkaryadi dunia kerja. Para lulusan
di masa depan akan dituntut untuk dapat menguasai teknologi komunikasi dan
informatika, termasuk di dalamnya perkembangan teknologi survei pemetaan. Di
samping penguasaan teknologi oleh para lulusan, yang merupakan cerminan dari
STPN, juga dituntut untuk memiliki kemampuan berikut:

1. Kemampuan berwirausaha. Di dalam pasal 7 Permen ATR/KBPN 9/2021
disebutkan bahwa Surveyor Berlisensi wajib membentuk atau bergabung
dengan Kantor Jasa Survei Berlisensi (KJSB). KJSB tersebut dimungkinkan
untuk mendapat pekerjaan survei dan pemetaan secara langsung dari
masyarakat. Jiwa entrepreneur inilah yang dipandang perlu diberikan kepada
para peserta didik di STPN, baik pada jenjang DIV maupun DI. Sehingga
para lulusan tetap dapat berkarya bagi masyarakat walaupun tidak berprofesi
sebagai ASN di pemerintahan.

2. Kemampuan manajemen. Tidak dipungkiri bahwa sampai dengan saat ini
telah banyak alumni STPN yang menjabat sebagai pimpinan tinggi, mulai
dari tingkat kementerian sampai di tingkat daerah. Di sisi lain, seorang
lulusan DIV STPN yang berprofesi sebagai SK dimungkinkan untuk
menjadi pimpinan KJSB berdasarkan Pasal 9 Permen ATR/KBPN 9/2021.
Berkaca pada kedua kondisi tersebut maka kemampuan manajerial wajib
dimiliki oleh seorang lulusan DIV,

Adanya unsur pendidikan teknologi dan komunikasi terbarukan pada
bidang survei pemetaan dan administrasi data pertanahan, serta dilengkapi dengan
pendidikan wirausaha dan manajerial akan menjadikan STPN sebagai sekolah
vokasi yang modern. Di samping itu, perubahan arah kebijakan terkait agraria
pertanahan dan tata ruang juga dipandang perlu dijadikan arah gerak STPN agar
menghasilkan lulusan yang dibutuhkan oleh pasar dunia kerja. Dengan bekal
ilmu yang modern dan mampu menyesuaikan perkembangan zaman itulah
maka STPN akan tetap dapat berkiprah di dunia pendidikan dan tetap jaya di
masa depan,
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